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Penyusutan Harta Berwujud



Saat Mulai Penyusutan

Penyusutan dimulai pada bulan
dilakukannya pengeluaran, kecuali:
1. untuk harta yang masih dalam proses 

pengerjaan, penyusutannya dimulai pada 
bulan selesainya pengerjaan harta
tersebut.

2. dengan persetujuan Direktur Jenderal
Pajak diperkenankan pada bulan harta
digunakan untuk 3M (mendapatkan, 
menagih dan memelihara penghasilan) 
atau pada bulan harta mulai
menghasilkan.

3. dalam bidang usaha tertentu dimulai
pada:

a. bulan mulai produksi komersial, yaitu
bulan mulai dilakukan penjualan; dan

b. tahun dilakukannya pengeluaran untuk
ternak yang sudah menghasilkan setelah
dipelihara ≤ 1 tahun.



Pemberitahuan Masa
Manfaat >20 Tahun

Bangunan
1. Dibedakan menjadi:

a. bangunan permanen (masa
manfaat 20 thn atau >20 thn)

b. bangunan tidak permanen (masa
manfaat 10 tahun)

2. Penyusutan dengan metode garis lurus

Pasal 21 ayat (6) PP 55 Tahun 2022
Wajib Pajak yang telah melakukan penyusutan
atas bangunan permanen:
a. yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun

Pajak 2022; dan
b. disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun, 

dapat memilih melakukan penyusutan sesuai
masa manfaat yang sebenarnya dengan
menyampaikan pemberitahuan kepada
Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir
Tahun Pajak 2022.

→PMK Penyusutan/Amortisasi

Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan
penyusutan dengan masa manfaat yang 
sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak 
dan belum menyampaikan pemberitahuan, Wajib 
Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan paling 
lambat 30 April 2024.



Penghitungan Peralihan Penyusutan >20 Tahun



Biaya Perbaikan
Biaya Perbaikan dengan masa manfaat >1 
tahun dibebankan melalui penyusutan harta
berwujud bersangkutan

1. Masa manfaat yang digunakan adalah masa 
manfaat setelah perbaikan, yaitu:
a. sisa masa manfaat fiskal harta (dalam hal
perbaikan tidak menambah masa manfaat); 
atau
b. sesuai sisa masa manfaat fiskal harta
tersebut ditambah dengan tambahan masa 
manfaat akibat perbaikan (dalam hal perbaikan
menambah masa manfaat) paling lama sesuai
masa manfaat kelompok harta berwujud
tersebut, kecuali untuk bangunan permanen
dapat sesuai masa manfaat yang sebenarnya
berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

2. Penyusutannya dimulai pada
a. bulan dilakukan pengeluaran untuk
perbaikan;
b. bulan selesainya pengerjaan perbaikan untuk
yang masih dalam proses pengerjaan perbaikan



Biaya Perbaikan



Biaya Perbaikan Cotoh Perhitungan



Biaya Perbaikan Cotoh Perhitungan



Biaya Perbaikan Cotoh Perhitungan



Penggantian Asuransi 1. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta
yang mendapatkan penggantian asuransi:

a. jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan
atau ditarik dibebankan sebagai kerugian; dan

b. jumlah harga jual dan/atau penggantian asuransi
yang diterima atau diperoleh, dibukukan atau diakui
sebagai penghasilan, pada tahun terjadinya
penarikan harta tersebut.

2. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan
diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan
pasti di masa kemudian
→ jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang 

dibebankan sebagai kerugian dibukukan sebagai beban
pada Tahun Pajak diterimanya hasil penggantian
asuransi dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

3. Dalam hal atas harta yang dimintakan penggantian
asuransi telah dijual/dialihkan sebelum diterimanya
penggantian asuransi
→ jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang 

dibebankan sebagai kerugian diperhitungkan terlebih
dahulu dengan harga jual atas pengalihan harta
tersebut.



Pengakuan 
Penggantian Asuransi Cotoh Perhitungan



Amortisasi
Harta Tak 
Berwujud



Amortisasi Harta Tak Berwujud



AmortisasiSaat mulai amortisasi
Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya
pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha
tertentu
(pada bulan produksi komersial).

Kelompok masa manfaat
1. Kelompok 1 = 4 tahun
2. Kelompok 2 = 8 tahun
3. Kelompok 3 = 16 tahun
4. Kelompok 4 = 20 tahun
→ Amortisasi harta tak berwujud dengan
masa
manfaat >20 tahun, dilakukan dengan
kelompok 4 atau sesuai pembukuan

Perangkat Lunak
1. Aplikasi umum (<1 tahun) tidak
diamortisasi
2. Aplikasi khusus (>1 tahun) diamortisasi
Kel. 1



Pemberitahuan Masa
Manfaat >20 Tahun Pasal 22 ayat (2) PP 55 Tahun 2022

Amortisasi
Wajib Pajak yang telah melakukan amortisasi harta
tak berwujud:
a. yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 
2022; dan
b. diamortisasi dengan masa manfaat Kelompok 4 
(20 tahun), dapat memilih melakukan amortisasi
sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan
menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur
Jenderal Pajak paling lambat akhir Tahun Pajak 
2022.

→PMK Penyusutan/Amortisasi

Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk melakukan
penyusutan/amortisasi dengan masa manfaat yang 
sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak 
dan belum menyampaikan pemberitahuan, Wajib 
Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan paling 
lambat 30 April 2024.



PENYUSUTAN DAN 
AMORTISASI DALAM

BIDANG USAHA 
TERTENTU



Bidang Usaha 
Tertentu

Penyusutan dan Amortisasi dalam Bidang Usaha Tertentu
1. Bidang usaha tertentu meliputi:
a. Kehutanan
b. Perkebunan
c. Peternakan

2. Harta berwujud dalam bidang usaha tertentu yaitu:
a. tanaman kehutanan (kehutanan)
→ kel. 4 (20 tahun)
b. tanaman keras (perkebunan)
→ kel. 4 (20 tahun)
c. ternak (peternakan)
→ kel. 2 (8 tahun)
d. ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara ≤ 1 tahun
(peternakan)
→ pembebanan sekaligus, disusutkan 2 tahun, 3 tahun, atau 4 
tahun

3. Biaya untuk pembelian bibit, pemeliharaan, dsb dibebankan
melalui penyusutan.

4. Penyusutan dimulai pada
- bulan mulai produksi komersial, yaitu bulan mulai dilakukan
penjualan;
- tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah

menghasilkan setelah dipelihara ≤ 1 tahun

5. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk
memperoleh harta tak berwujud atau pada bulan produksi
komersial.



TATA CARA 
PERMOHONAN DAN
PEMBERITAHUAN



Permohonan Kelompok Masa 
Manfaat Penyusutan



Tata Cara Permohonan Kelompok Masa 
Manfaat Penyusutan – Bidang Usaha Tertentu



Tata Cara Permohonan Saat Mulainya 
Penyusutan



Tata Cara Permohonan Penundaan 
Pengakuan Kerugian Asuransi



Tata Cara Pemberitahuan 
Penyusutan/Amortisasi >20 Tahun (khusus 

peralihan)



Aturan Peralihan



Aturan Penutup



Kelompok Jenis Harta



Kelompok Jenis Harta



Kelompok Jenis Harta



Kelompok Jenis Harta



Terimakasih
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